BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPAT! MUARA ENIM
NOMOR &5 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS DN LINGKUNGAN

Meninmbeang

wMengingat

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menten Dalam
Megeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupsten/Kota, maka perlu
dilzkukan penyesusian dan panyempurmaan FPedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

babwa uniuk pedoman pelsksansan Tata Naskah Dinas
sebagaimana dimaksud pada huruf & diatas, periu doatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

Undang-Undang . MNomor 28 - Tahun 19559 - fentang
Pembentukan Daerah Tingkat | dan Kotapraja di Sumaters
Selatan { Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1358
Nomaor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 §;

Undang-Undang Megara Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembantukan Peraturan  Perundang-Undangan (  Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4383 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah { Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Megara Nomor 4438 )

sebagaimana felah bebsrapskali diubah  terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 { Lembaran ‘Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lambaran Negara Nomor 4844);

Peraturan Pamerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Orgaenisasi Perangkat Daerah (| Lembaran Negara Republik
indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741 ); '

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri MNomor 3 Tahun 2005

tenfang  Pedoman  Tats Nasksh - Dinas . @i Lingkungan
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Menetapkan

10.

1.

12.

Peraturan Daeralh Kabupaten Muara Enim Nemor 10 Tahun
2008 tentang Kewsnangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
{ Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Namar
10 Seri E ):

Peraturan Daserah Habupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Musra. Enim {Lembaran Dasrah
Kabupaten Muara Enirn Tahun 2008 Nomor 22 Seri D;

Peraturan Daersh Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten
Muara Enim { Lembaran Dasrah Kabupaten Muara Enim Tahun
2008 Nomor 23 Seii D ),

FPeraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2008 tertang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim { Lembaran Daarah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomaor 24 Sori D 1,

Peraturan Daergh Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kara
Inspekiorat, Satuan Poiisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Muara Enim { Lembaran Daersh Kabupaten
Muara Enim Tahun 2003 Nomor 25 Seri D §;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2002 tentang Pambentukan Organisasi dan Tata Kera
Kecamatan Kabupaten Muara Enim { Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomar 26 Seri D );

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Namar 17 Tahun
2002 temtang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera
Kelurahan Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomer 27 Seri D );

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATl TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1.
2.

Dagrah adalah Kabupaten Muara Enim;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintan Kabupaten Moara
Enim;



3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim:

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim;

6. Perangkat Daerah addlah Perangkat Daerah Kabupaten Muara

Enim yaitu Sekretaris Daesrah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Le nbaga Teknis Daerah:

7. MNaskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan dalam beantuk
tertulis yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk
hukum dan dalam bentuk surat;

L]

8. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari Maskah Dinas
yang memuat sebutan Pimpinan Instansi / Satuan Organisasi
Perangkat Daarah di Lingkungan Pemerintah Kabupatén Muara
Enim;

e

Stempal Jabatan adalah aslaticap yang digunakan  untuk
mensyahkan suatu Naskah Dinas yang teleh ditandatangani oleh
Bupati/Wakil Bupali; serta Ketua/Wakil Kétua DPRD Kabupsaten :

10. Kecamatan  adalah wilayah' kerja carmat sebagai - perangkat
daerah kabupaten Muara enim,

1. Kelurahar adalah  wilayah keda lurah sebagal perangkat
kabupaten dalam wilayah kerja kecanatan.

12, Stempel Satuan Kerja Perangkat Daersh adalah alat/cap yang
digunakan untuk mensyahkan suatu Naskah Dinas yang telah
ditandatangani olsh Pejabat yang berwenang di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten:

13. Papan Nama Satuan “erja Perangkat Daerah adalah Papan
Nama yang bertuliskan Nama dan Alamat Satuan Kerja
Perangkat Daerah:;

14, sampul Naskah Dinas adalah sampulfalat pembungkus Naskah
Dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas;

15, Kop Sampul Naskah Dinas adalsh pagtan teratas dari Sampuf
Naskah Dinas yang memuat ssbutan pimpinan Pemerintah
daerah atau nama satuan kerja perangkat daerah dan nama
daerah yang hersangkutan.

BAB 1l

AZAS-AZAS TATA NASKAH DINAS DAN
TATA PERSURATAN DINAS

Bagian Pertama
Azas-aras Tata Naskah Dinas

Pasal 2

(1) Azas-azas Tatan Naskah Dinas adalah pedoman atau acuan
dasar mengenai pelaksanaan nasksh dinas Catiar - Kearlg
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Perangkat Deerah di Lingkungun Pemerintah Kabupaten.

(2} Azas-azas Tata Naskah Dinas terdin dari ;

a. Azas Dayaguna dién Hasiiguna adalah penyelenggaraan
Tata Naskah Dinas secara berdayaguna dan berhasilguna
dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah
dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunazn bahasa
Indenesia yang baik, benar dan lugas.,

b, Azas Pambakuan adalah naskah dinas diproses dan disusun
menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Petunjuk
Teknis Tata Maskah Dinas sstiap instansi pemerintah pusat
dan Daerah mengacu kepada pedoman Umum Tata Naskah
Dinas yang mambakukan jenis, penyusunan naskah dinas,
dan tata cara penyelenggaraannya.

¢ Azas Pertanggungjawaban ada.ah penyelangparaan Tata
MNaskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi,
farmat, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.

d. Azas Keterkaitan adalah kegiatan penyelenggaraan Tata
Maskah Dinas terkait dengan kegiatan administrasi umum
dan unsur administrasi urmum lainnya.

e Aras Kecepaian dan Ketepatan adalah uniuk mendukung
kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan
organisasi, tata naskah dinas harus dapat diselesaikan tepat
wakiu dan tzpat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan
redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian
dan distribusi,

f. Azas Keamanan adalah tata naskah dinas harus aman
secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan,
klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan,
kearsipan dan distribusi. Demi terwujudnya tata naskah dinas
yang berdayaguna dan berhasilguna. pengamanan naskah
dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penenty yang
paling penting.

Bagian Kedua
Tata Persuratan Dinas

Pasal 3

Tata Perzuratan Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan
penyelenggaraan surat-menyural yang dilaksanakan oleh Satuan
Kerja Perangkat Daerah lermasuk desa dalam rangka pelaksanaan
tugas umum pemerintalan dan pembangunan.

Pasal 4

Penerapan Tata Persuratan Dinas harus memperhatikan bebérapa
hal, yaitu sebagai berikut

1. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui  surat-menyurat
dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan
salah penafsiran.




Koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan dengan
mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, misalnya
diskusi, kunjungan pribadi dan jaringan telepon lokal. Jika dalam
menyustin surat dinas diperlukan hkoordinasi, pejabat yang
bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draf,
sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari.

Unsur kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata
cara dan prosedur surat menyurat harus menggunakan sarana
kamunikasi resmi.

Jawaban terhadap surat yang masuk ;

a. Instansi pengifim harus segara mengkorfirmasikan kepada
penenma sural atas kelerlambatan jawaban dalam suatu
prosas komunikasi tarpa kelerangan yang jelas.

b. Instansi penerima harus segera membarikan jawaban
terhadap konfinnasi yang dilakukan oleh instansi pengirim.

Batas waktu jawaban surat disesuaikan dengan sifat surat yang
bersangkutan ;

8. Amat segerakilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat
diterima.

k. Segera, dengan datas waktu 2 x 24 jam setelah surat
diteriina, dan

¢. Bissa, dengan balus waklu maksimum 5 hari kerja.
Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadual

pengirim surat vang berlaku di instansi masing-masing dan
segera Kirim setelah ditandatangani.

Pa=al &

Penggandaanicopy surat hanya diberikan kepada yang berhak dan
meameriukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud
dalam “Tembusan®. Copy surat dibuat terbatas hanya unfuk
kebutuhan sebagai berikut ;

&,

(1),

Copy tembusan adalah copy gourat yang dimaksud kepada
pejabat yang secara fungsional terkait.

Copy laporan adalah copy surat yang disampaikan kepada
pejabat yang berwenang, dan.

Copy untux Arsip adalah copy surat yang disampaikan untuk
kepentingan pemeriksaan arsip.

Pasal 6

Tingkat Keamanan surat terdiri dari ;

a. Sangal Rahasia disingkat {SR), tingkat keamanan isi surat
dinas yang tertinggi sangat erat hubungannya dengan
keamanan dan keselamatan nepara. Jika disiarkan secara
tidak sah atau jatuh ketangan yang tidak berhak, akan
membahayakan keamanan dan Keselamatan negara,
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b. Rahasia disingkat (R}, tingkat keamanan isi surat dinas yang
berhubungan erat dengan keamanan dan kesslamatan
negara. Jika disiarkan secara lidak syah atau jatuh ketangan
yang tidak berhal akain merugikan negara.

¢ Konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan isi surat dinas
yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan
negara, Jika disiaman secara tidak sah atau jatuh ketangan
yang tidak berhak akan merugikan negara. Termasuk dalam
tingkat konfidensial adalah rahasia Jabatan dan Terbatas.

d. Biasa disingkst (B), tingkat keamanan isi surat dinas yang
tidak termasuk dalam butir @ sampai dengan ¢, namun tidak
berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan
kepada yang tidak berhak mengetahuinya.

Surat dengan Tingkat keamanan Tertentu {Sangat Rahasia,
Rahasia, Konfidensial / Terbatas) harus dijaga keamanannya
dalam rangka keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan
ditulis dengan cap {tidak diketik), berwama meran pada bagian
atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat tersebut
dicopy, cap tingkat keamanan pada copy harus dengan wama
yang sama dengan warna cap pada surat asli.

Paszal 7

Tingkat kecepatan penyampaian surat terdiri dari :

d.

b.

(1.

(2),

(3).

Amat Segera [/ Kilat, surat dinas harus diselasaikan / kirim/
disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam :

Segera, surat dinas harus diselesaikan/dikirim/disampaikar
dalam waktu 2 x 24 jam »

Biasa, surat dinas harus diselesaikan / dikirim / disampaikan
menurut yang ditenma cleh bagian pengirim, sesuai dengan
jadual perjalanan carakarkurir, batas waktu 5 hari.

Pasal 8

Hertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS 80
gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk
kegiatan surat-menyurat, penggandaan dan dokumen pelaporan:

Penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya
terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai
keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama

Fenyediaan surat berambang negara dan / atau logo instansi,
dicetak diatas kertas 80 gram

{4). Kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalsh Felio (210 x

{S).

330 mm);

Untuk kepentingan tertentu seperti makalah/piper, pidato dan

laporan dapat menggunakan kertas dengan ukuran barikut -

a. A4 vang berukuran 297 x 210 mm {8/x11finc) untuk
makalah/piperflaporan;

b. A3 Setengah kuarta (210 x 148 mm) untuk pidato,



Pasal 9

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran adalah
sebagal barikut :

a. Penggunaan jenis hunif pica

B, Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan .
c. Spasi1 atau 1.5 sesuai dengan kebutuhan ;
d. \Warna tinte adalah hitam,

Pasal 10

{1). Kertas yang digunakan berwarna putih dengan kualitas terbaik
fwhite bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan
yang berkualitas biasa digunakan untuk copy surat dinas
Apabiia digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan
kertas karbon pada keras doorsiag/manifoldfissue. Apabila
digunakan mesin ketik elektronis atau komputer akan lebih
efisien jika tembusarr dibuat pada kertas biasa dengan
mengaunakan mesin folo copy,

(2). Naskah dinas dengan jangka waklu simpan 10 tahun atau lebin
atau bemilai guna permanen harus menggunakan kertas
sarendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7.

Pasal 11

Maskah Dinas di Lingkungan Pemerintah  Kabupaten,
dirumuskan dalam benluk dan susunan produk-produlk hukum dan
dalam bentuk surat,

Pasal 12

Maskah Dinas di Lingkungan Pemerintzh Kabupaten, diolah
Satuan Kera Perangkat Daerah termasuk Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabunaten.

Pasal 13

MWaskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditandatangani
aleh Bupati, Wakil Bupati, Katua / Wakil Dewan Perwakilan Rakyat
Dasrah serta pejapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
diberikan weweanang.

Pasal 14

Jenis dan kewsnangan penandatanganan naskah dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebsgaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan ini.



BAB I

STEMFPEL JABATAN
STEMPEL SATUAN KERJA FERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan isi

Pasal 15

(1) Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah
berbentuk lingkaran.

(2) Stempal Jabatan dan Stempel Satuan kerja Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) terdii dari :

a. Gars lingkaran luar
b. Garis lingkaran tengah ;
c. Garis lingkaran da'am ;
d. Isi sterpel.

Pasal 16

Wkuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah -

a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel
Satuan Kerja Perangksat Daerah adalah 4 em

. Ukuran garis tengah lngkaran tengah stempel jabatan dan
stermnpel Satuan Kerja Perzngkat Daesrah adalah 3.8 cm

Ukuran gans tengah lingkaran dalam stempel jabalan dan
stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah 2,7 cm ;

M

d. Jarak antara 2 {dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam
rmaksimal 1 cm,

Pasal 17

(1). Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama daerah yang
bersangkutan dengan pembatas tanda bintang ;

(2). Stempel Jabalan Bupati, menggunakan lambang negara |
{3). Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan lambang daerah ;

{4). Stempsl Satuan Kena Perangkat Daerah berisi nama Satuan
Keria  Perangkat Daerah  yang bersangkutan  tanpa
menggunakan lambang.

Pasal 18

Stempe! untuk keperluan tertentu ditztapkan dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 19

Pejabat yang berhak menggunakan Stempal Jabatan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dan ayat {3) yaitu Bupati / Wakil
Bupali dan Ketua / Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Pa=al 20

Satuan - Kera Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten yang berhak menggunakan Stempel sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) Peraturan ini adalah ;

1. Sekretariat Dagrah Kabupaten |

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Dinas Daerah Kabupaten;

4, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten:

a2, Kecamatan, Kelurahan dan Deas.

Pasal 21

{1}). Stempsl Satuar Kerja Perangkat Daerah menggunakan finta
berwarna ungu,

(2). Stempel Saituan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada
bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani,

Pasal 22

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan
bernak menggunakar Stempel Satuan Kera Perangkat Daerah
menunjuk  pejabat/petucas  tertentu  untuk  menyimpan  dan
mangamankan penggunaan Stempel Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Pasal 23
Bentuk, ukuran den isi Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Psmerintah  Kabupaten
sebagaimana tercanturm aalam lampiran |l Peraturan ini.
BAB IV
KOP NASKAH DINAS

Bagian Perfama
Bentuk dan Isi

+ Pasal 24

(1) Kop Naskah Dinas Bupali menggunakan Lambang Negara
berwama hitam Jdan ditempatkan di- bagian tengah atas,
sedangkan Kop Naskah Dinas Bupati yang ditandatangani VWakil
Bupati menggunakan Kop Naskah Dinas Bupati, nama jabatan
Wakil Bupati dengan Lainbang Negara wama hitam;
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{2} Kop MNaskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEM dangan menggunakan lambang daerah
berwama hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas,

(3) Kop MNaskah Dinas Perangkat caerah memuat sebutan
Pemerintah Kabupaten / C Kota, Nama Perangkat Daerah,
Alamat, MNomar telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos

mengaunakan Lambang Dasrah berwarna hitam  dan
ditempatkan pada bagian kin atas;

(4) Kop Naskah Dinas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
memuat sebutan “Pemerintah  Kabupaten ditkuti nama
Kecamatan, Mama Kelurahan, Alamat, Momor telepon, Nomaor
Faximila dan Kode Pos:

{3) Kop Maskah Dinas Perangkat Desa menggunakan Kop
Lambang Daerah,

Pasal 25

Kop Maskah Dinas pada Peraturan Daerah menggunakan Lambang
Daerah dengan Stampel jabatan penandatangan.

Pasal 26

Bentuk, ukuran dan isi Kop Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten sebagaimani tercantum dalam lampiran HH Peraturan ini.

Bagian Kedua
Fenggunaan

. Pasal 27

(1) Kap Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat
(1), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Bupati dan Wakil Bupati.

{2) Kop Naskah Dinas sebagamana dimaksud pada Pasal 24 ayat
(2), digunakan untuk MNaskah Dinas yang ditandatangani oleh
Ketua ['Wakil Ketua DPFRD Kabupaten.

{3) Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat
{3), digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh
Pimpinan Satuzn Kerja Perangxat Daerah Kabupaten yang
bersangkutan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

{4} Kop MNaskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat
{4}, digunakan uniuk Maskah Dinas yang ditandatangani oleh
Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk.
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BAB V
SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama
Bentuk, Ukuran dan Isi Kop Sampul

Pasal 28

(1) Sampul Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda
jenis kertas Cassing;

{2} Sampul Naskah Dinas sebaguimana dimaksud pada ayat (1),
barukuran sebagai bearikut ;

| | UKURAN ]
| JENIS SAMPUL | PANJANG | . ERAR
| Kantong ‘ 41 o 30 cm
FalioMlap 35 em _ 25 ¢em
& Folio 28 cm ' 1B cm
VaFolio | * 2Bem | 14em
Pasal 29

Kop Sampul Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah Kabupaten
memuat sebutan pimpinan Perangkat Daerah, Nama Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Alamat, Nomor Telepon, Nomor Faximile dan
Kode Pos Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

(1) Kop Sampul - Naskah Dinas Bupati menggunakan Lambang
MNegara berwarna hitam dan ditempatkan pada tengah atas,

(2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah menggunakan
Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatlian pada bagian
kiri atas;

{3) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan Kop
Lambang Daerah.
Pasal 31
Bentulk, ukuran dan isi Kop Maskah Dinas satuan Kerja Perangkat

Daerah  di - Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.



Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 32

(1) Kop Sampul Naskah Dinas BupatiWaikola sebagaimana
dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), diisi dengan Maskah Dinas
yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati ;

(2) Kop Sampul Naskah Dinas Perangkat Dszerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 30 ayat (2}, diisi dengan Maskah Dinas

yang ditandatangani oleh Pejabat Perangkat Daerah  dan
Perangkat Desa.

BAB Vil
PAPAN NAMA,

Bagian Pertama
Bentul, Ukuran dan Isi

Pasal 33

{1) Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daersh di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten, berbentull empat persegi panjang
dengan ukuran 1 (satu)’ berbanding 2 (dua) berisi nama Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Alamat, Telepon dan Kode Fos
Wilayah;

{2} Papan Nama Satuan Kerja Perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwama dasar hitam dengan tulisan
huruf balok berwarna hitam.

Pasal 34

Bantuk, ukuran dan isi Papan Nama satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum
dalam lampiran V' Peraturan ini.

Bagian Kedua
Penggunaan
Pasal 35
Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daersh ditempatkan pada
tempat strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk
gedungnya.
Pagal 36
Bagi beberapa < Satuan Kera Perangkat Daerah yang berada

dibawah satu atapfkomplek, dibuat dalam satu Papan Nama yang
bartuliskan semua nama Satuan Kera Perangkat Daerah.



(i

Diundanakan d
pada tanggat..

-13.

BAB VH
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37
Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena
sifat kekhususannya tidak diatr dalam peraturan ini, diatur lebih
lanjut oleh Bupati

Fasal 38

Kop Maskah Dinas pada Peraturan Daesrah menggunakan Lambang
Dasrah dengan stempel! jabatan penandatangan.

BAB Vi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulat berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar sefiap orang mengetahuinya, mamerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di  : Musra Enim
pada tanggal 4 fboeaw

'1-
Eupnu:?m ENIM '

KALAMUDIN DJINAP

- Muara Enim _

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 2 Sen D
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LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL ©: 4 %ubruan 2009

.....

JENIS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

. UMUM
A. Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk Produk-produk
Hukum terdir dari :
Peraturan Daerah ;
Peraturan Bupati;
Peraturan Bersama Bupati;
keputusan Bupati;
Instruksi Bupati. .

b Wh

askah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdin dan
Surat Edaran
Surat Biasa |
Surat Keterangan ;
Surat Perintah ;
Surat lzin ;
Surat Perjanjian ;
Surat Tugas ;
ourat Perintan Perjalanan Dinas ;
HSurat Kuasa ;
10. Surat Undangan ,
11. Surat Pemyataan Malaksanakan Tugas ;
12. Burat Panggilan ;
13. Nota Dinas ;
14, Nota pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
15. Lembar Disposisi ;
18. Telaghan Staf ;
17, Pangumuman ;
13. Laporan;
- 19. Rekomendasi
i . 20, Surat pengantar ,
21. Telegram ;
22. Berita Daerah :
23, Barita Acara ;
24 MNotulen ;
25. Memo;
26. Daftar Hadir ;
27. Piagam ! Sertifikat.
C. Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
Sekretariat Daerah Kabupaton ;
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
Dinas Dasrah Kabupaten ;
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten |
Pemerintah Kecamatan ;
Femerintah Kelurahan ;
Femerintah Desa.

R L L Rl

SO R L
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KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

1. Bupati
a. Bupall menandatangani naskah dinas Jalam bontuk dan susunan produk-

produk Hukum serta dalam bentuk surat yang materinga memuat
kebijaksanaan dan atas pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan
yang lebih tinggi ;

.~ Maskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditujukan kepada Pejabat

di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daserah lainnya,
Presiden, Wakil Presiden, Menteri / Anggota Kabinat, Pimpinan Lembags

Pemerintah Non Depariemen dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan ;

Apabila Bupati berhalangan, penandatanganan naskah dinas dimaksud pada
huruf a dan b, dilakukan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku ;

. Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan naskah dinas tertentu

kepada Pegjabat yang ditunjuk secara tertulis dengan Peraturan Bupati, kecuali
Peraturan Daerah.

. Maskah Dinas sebagaimana dimaksud huruf a terdin dari .

1}, Peraturan Dasrah :
2},  Peraturan Bupali:
3). Perafuran Bersama Bupati,
4).  Keputusan Bupati;
=), Instruksi Bupati;
6], Surat Edaran :

7). Surat Biasa ;

8). Surat Keterangan ;
9). Pengumuman ;
10Y. Surat Perintah :
11). Surat lzin;

12). Surat Perjanjian ;
13). Surat Perintah Perjalanan Dinzs,
14), Surat Kuasa;

15). Surat Undangan ;
16). Surat Panggilan ;
17). Telegram ;

18). Laporan ;

1%). Rekomendasi ;
20, Berita Daerah ;
21). Berita Acara ;

22). NMemo:

23). Lembar Disposisi ;
24}, Mota Dinas ;

22} Piagam.

2. Wakil Bupati
a. Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan

produk-produk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan
oleh Bupati serta dalam bentuk dan susunan surat dan tanggungjawabnya.

. Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf o a, dilyjukan kepada

Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, bupati, Presiden, Wakil Presiden,
Menteri / Anggota Kabinet, Pimpinan lembaga Pemerintah Non Departemen,
Fimpinan Organisasi kemasyarakatan serta pihak lain yang dianggap periu.

[




MNaskah Dinas dimaksud terdir dari :
1). Peraturan Bupati;

2). Peraturan bersama Bupati,

3). Keputusan Bupali;

4},  Surat Bupati;

5}, Surat Edaran ;

8). Surat Biasa

7). Surat Keterangan ;

8). Surat Perintah ;
). Surat lzin,

10). Surat Perjanjian ,
11}, Surat Perintah Perjalanan Dinas .
12). Surat Kuasa
13). Surat Undangan ;
14). Surat Panggilan ;
15}). Nota Dinas ;

18). Pengumuman ;
171 Laporan ;

18). Rekomendasi ;
19). Berita Daarah ;
20). Berita Acara ;
21). Memo,

22). Lembar Disposisi.

3. Sekretaris Daerah

a.

Sekretaris Daerah atas nama Rupati menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan—produk-produk  hukum  yang bersifal penetapan,
peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kebijakan pemerintah daerah
yang ditetapkan.

Sekretaris Daersh atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam
bertulk dan susunan surat yang materinya merupakan penjelasan atau
petunjuk pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan Pemerintan daerah yang
telah ditetapkan.

Sekretaris Daerah menandatangani naskan dinas ;e_bagairnana dima_lmud
pada huruf a dan b, yang ditujukan kepada pejabat di il_rxghungan pemerintah
daerah, pejabat instansi lain dan pihak-pihak lain yang disnggap periu.

Qekretaris Daerah berdasarkan wewénang jabatannya menandatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat dalam rangka pengaturan dan
stau koordinasi teknis adininistrasi untuk kelencaran pelaksanaan tugas di
lingkungan Pemerintah Daerah. -

Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Asisten berdasarkan pemberian
delegasi menandatangani naskah dirias sebagaimana dimaksud huruf c.

Selretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani ©
1).  Surat Edaran ;

2. Surat Biasa

3. Surat Keterangan ;

4}, Surat Perintah ;

5). Suratlzin;

§). Surat Perjanjian

7). Surat Tugas

8). Surat Perintah Perjalanan Dinas |
%),  Berita Acara

10). Surat Kuasa ;
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1), Surat Undangan

12). Surat Pernyataan melaksanakan Tugas :
13). Surat Panggilan ;

14). Pengumuman ;

18). Telegram/Radiogram

16). Laporan ;

17). Berita Daerah.

g. Sekretaris Daerah atas wewenang jabatannya menandatangani :
1). Keputusan Sekretaris Daerah
2).  Surat Edaran ;

3).  Surat Biasa ;

4).  Surat Keterangan ;

8).  Surat Perintah

6). Surat Tugas

7). Surat Perintah Perjalanan Dinas
8). Surat Kuasa:

9). Surat Undangan ;

10). Eurat Pernyataan Melaksanakan Tugas |
11). Surat Panggilan ;

12). Surat Pengantar ;

13). Pengumuman ;

14). Telegram/Radiogram

15). Lapaoran ;

16). Berita Daerah:

17). Berita Acara ;

18}, MNotulen :

19). Mamo:

£Q). Mota Dinas ;

21). Nota Pengajuan Konsep ND
22}, Lembar Disposisi ;

23). Telaahan Staf.

4. Asisten

a. Asisten atas nama Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam
bentuk surat yang materinge memuat petunjuk  pelaksanaan teknis
operasional yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing
satuan organisasi yang ditunjuk kepada pejabat di lingkungan Psmerintah
Daerah. :

D. Asisten berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat yang materinya merupakan data atau
infformasi  sebagai pelaksanaan teknis operasional dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas.

¢ Asisten menandatangani naskah dinas yang ditujukan kepada pejabat di
lingkungan satuan organisasi yang bersangkutan.

d. Agisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas

1).  Surat Edaran -
2).  Surat Keterangan ;
3).  Surat Perintah ;
4}, Surat Tugas ;
5).  Surat Undangan
§).  Surat Panggilan ;

- 7). Pengumuman ;
8). Telegram/Radiogram
8). Laporan;
A1 Bk T e
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&, Asisten atas wewenang jabatannya menandatarganl naskah dinas
1). Surat Edaran ;
2). Surat Keterangan ;
3).  Surat Parintah ;
4). Surat Tugas ;
5)., - Surat Undangan ;
&). Surat Panggilan ;
7). . Pengumuman ;
8). Telagram/Radiogram :
8).  Laporan
10), Memo ;
11}, Daftar Hadir :
12). Nota Dinas |
13). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
14). Lembar Disposisi :
15). Telaahan Staf.

5. Kepala Bagian

a. Kepala Bagian menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang
telah ditentukan dan digariskan coleh pimpinan yang bersifat informasi
biasalstaf teknis serta tidak mangaﬁdung konsekuansi tanggungjawab yang
labih luas, yang ditujukan kepada eselon bawahan atau yang setingkat,

b. Kepala Bagian atas nama atasan langsung atau atas wewenang jabatannya
dapat menandatangan! naskah dinas dalam bentuk susunan surat yang
ditujukan kepada unit kerja intern yang bersangkutan.

MNaskah dinas dimaksud adalah ;

1),  Surat Pengartar ;

Z). Laporan ;

3. Notulen ;

4},  MNota Pengajuan Konsep Naskah Dinas ;
&), Nota Dinas bersilat informasi ;

g), Daftar Hadir ;

7). Telaahan Staf:

8). Lembar Disposisi.

6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

a. Sekretaris Dewan Perwakiian Rakyat Daerah atas wewenang jabatannya
menandatangani naskah dinas berdasarkan wewenang yang telah ditentukan
dan digariskan oleh pimpinan yang bersifat informatif/biasalstal tekinis serta
tidak mengandung konsekuensi tanggungjawab yang lebih  luas, yang
dituiukan kepada eselon bawahan atau yang setingkat.

Maskah Dinas yvang dimaksud adalah
1). Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2). Surat Biasa

3). Surat Perintah ;

4}, Surat Tugas ;

5). Surat Perintah Perjalanan Dinas |
§). Surat Undangan ;

7). Surat Pengantar ;

g). Pengumuman ;

9). Laporan;

10). Telegram/Radiograrm ;

11). ‘Notulen ;



12).
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Daftar Hadir ;

13). Nota Dinas |
14). Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas |

14).
16},

Lembar Disposisi ;
Telaahan Staf,

7. Pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Kabupaten.

a. Pimpinan Satuan Organisasi menandatangani naskah dinas keluar yang
ditujukan kepada atasan atau yang sefingkat dan atau naskah dinas yang
isinya menyangkut masalah-masalah prinsip atau mengandung kebijaksanaan

teknis satuan organisasi yang bersangkutan,

Fimpinan Satuan Organisasi ata

dinas ; :
1% Surat Edaran

2). Surat Biasa ;

3},  Surat Keterangan :

4). Surat Tugas;

2Y. Surat Perintah ;

6). Surat Perintah Perjalanan Dinas ;
7). Surat Perjanjian ;

8). Surat Kuasa :

9). - Surat Panggitan ;

10). MNota Dinas -

11). Rekomendasi ;

12). Pengumurman ;

13). Berita Acara ;

14}, Laporan

15). Telegram;

16). Surat Izin ; )

17} Surat Undangan.

k. Pimpinan satuan Organisasi atas wewenang jabatan menandatangani.

1.
2),
3,
4),
5),
B),
7).
8).
9},

10).
11},
12).
13),
14).
15).
18).
17).
18).
19},
20).
21).
22).
23),

Keputusan Kepala Satuan Kera Perangkat Daerah (SKPD)
Surat Edaran

Surat Biasa ;

Surat Keterangan ;

Surat Perintah

Surat Tugas ;

Surat Perintah Parjatanan Dinas ;
Surat Kuasa !

Surat Undangan ;

Surat panggilan ;

Surat Pengantar

Surat Parjanjian ;

Surat Permnyataan melaksanakan Tugas |
Surat 1zin ;

Fengumurman,

Laporan ;

Telegram,

Motulen ;

Radiogram ;

Nota Dinas ;

Nota Pangajuan Konsep Nota Dinas ;
Lembar Disposisi ;

Telaahan Staf,

s nama Bupati menandatangani naskah



e, Camat menandatangani naskals dinas
1). Keputusan Camat
2). Surat Edaran ;
3). Surat Biasa
4}, Surat Keterangan ;
5). Surat Perintah ;
B). Surat Pengantar
7). Surat Tugas,
8h.  Surat Undangan ;|
9. Surat Panggilan :
10}, Surat Kuasa ;
11}, Pengumuman ;
12). Memo ;
13). Lembar Disposisi ;
14). Berita Acara ;
18). MNota Dinas ;
16). Laporan;
17). Mata Pengajuan Konsep Nota Dinas |
18). Daftar Hadir
19}, Telegram

d. Kepala Kelurghan menandatangani naskah dinas :
1}, Keputusan Lurah
2%, Surat Edaran ;
3). Surat Biasa ;
1. Surat Keterangan ;
§).  Surat Perintah ,
g). Surat Pengantar
7). Surat Tugas ;
8}, Surat Undangan ;
). Swrat Panggilan
10). Surat Perintah Perjalanan Dinas |
11}, Surat Izin ;
12), Surat Kuasa ;
13). Pengumuman.,
14). Rekomendasi,
15). Mota Pengajuan Konsep Nota Dinas |
18). Lembar Disposisi
e 17). Berila Acara ;
18). Nota Dinas |
19). Laporan
20). Daftar Hadir ;
2131, Notulen;
22). Mamo,

e. Kepala Desa meriandatangani naskah dinas :
1}. Paraturan Desa ;
2. Feraturan Kepala Desa |
3). Sural Edaran;
4}, Surat Biasa ; .
5). Surat Keterangan ;
g} Surat Perintah
7).  Surat Pengantar ;
8).  Surat Tugas ,
3.  Surat Undangan ;
10}, Surat Panggilan ;
11). Surat Perintah Perjalanan Dinas |
12%. Surat lzin
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13). Surat Kuasa ;
14), Pengurmuman ;
15). Rekomendasi
16). Nota Pengajuan Konsep Nota Dinas ;
17). Lembar Disposisi ;
18). Berita Acara;
19), Nota Dinas ;

201, Laporan ;

21). Dattar Hadir ;
22). Notulen ;

23). Memo.

Bentuk dan susunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan
oleh Daerah.

Kewenangan penandatanganan naskah dinas bagi pejabat satu tingkat di
bawah Pimpinan Satuan Organisasi menandatangani naskah dinas yang
izinya bersifat biasa/rutin.

MNaskah Dinas dimaksud adalah ;

1) Sural Keterangan ;

2).  Sural Tugas ;

3}, Surat Undangan ;

4). Telegram;

5). Berita Acara ;

8). Telaahan Staf ;

7). Lembar Disposisi ;

8). Surat Pengantar ;

D). Mota Dinas yvang bersifat Infarmasi.

. PEMBUBUHAN PARAF

a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkis.

1).

2).

3).

4],

a).

>ebelum ditandatangani oleb pejabat yang berwenang naskah dinas harus
diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3 {liga) orang pejabat, secara hierarkis
masing-masing satu fingkat, dua tingkat dan tiga tingkat di bawah pejabat
yang menandatangani naskah dinaw dimaksud.

Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Daerah untuk
ditandalangani oleh Bupali atau Wakil Bupati diparaf cleh Sekretaris daerah
dan dibubuhkan dibelakang nama jabatan penandatangan.

Maskah Dinas vyang konsepnya dibuat coleh pejabat ﬁng akan
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memeriukan paraf.

Paraf pajabat dibubuhkan pada lembar terakhir naskah dinas tersebut, kecuali
untuk perintah penalanan dinas, paraf dibubuhikan pada lembar pertama,
Sedangkan untuk naskah dinas yang lebih dari satu halaman, maka pejabat
pembuat naskah dinas memaraf setiap halaman pada sebelah kanan bawah.

Pembubuhan paraf pejabat nada angka 1 tersebut diatas ditentukan sebagai
barikut;

a. Paraf pejabat satu tingkat di bawah pejabat penandatangan dibubuhkan
pada akhir/dibelakang nama jabatan penandatangan.

b. Paraf pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatangan dibubuhkan
pada awal/ di depan nama jabatan pejabat penandatangan.

c. Paraf pejabat tiga tingkat di bawah pejabat penandatangan dibubuhkan

. o [ I . LA [ T ! [T SR



Contoh :

- - Naskah Dinas yeng ditandatangani cleh Bupati

(b}  BUPATI MUARAENIM  (a)

{c) NAMA JELAS
- Maskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati

(b}  WAKIL BUPATI MUARAENIM . (3]

{c) NAMA JELAS

Keterangan

{a) satu tingkat untuk Sekratans Daerah

(B}  dua tingkat untuk Asisten

(e) tiga ingkst untuk Kapala Bagian [ Sekretaris

- Maskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Dasrah
{b) a.n. BUPATI MUARA ENIM {a)
SEKRETARIS DAERAH

fe} NAMA JELAS
Pangkat
NIF

Keterangan :

(&) salu tingkat untuk Asisten

(b) dua tingkat untuk Kepala Bagian

() tiga tingkat untuk Kepala Sub Bagian

¢c. Pembubuhan Paraf Koordinas:.

1. Naskah Dinas yang materinya menyangkut kepentingan unit lain, maka
pejabat vang berwenang dar umt lain tersebut perlu  ikut sera
membubuhkan paraf koordinasi pada naskah dinas dimaksud.

2. Paraf koordinasi dari pejabat yang bersangkutan dibubuhkan disebelah kiri
lstak tanda tangan.

Contoh :
(by  BUPATIMUARA ENIM (&)

(D Z) e
() MNAMA JELAS

Keterangarn

{a) Satu tingkat untuk Sekretaris Dagrah

(b} Dua tingkat untuk Asisten

{¢) Pejabat asal strat (Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/kepala
Bagian) dan atau pejabal lain setara dengan esslon 1l (tiga)

(%), {¥){2) pejabat tain yang terkaittkoordinasi
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IV. PENGGUNAAN a.n, u.b, Plh, Pit, dan Pj.
2. Di Lingkungan Sekretariat Dasrah.

Dalam hal Bupati memberikan mandat penandatanganan kepada pejabat
bawsahannya, maka penggunaan an, ub dan lainnya sebagainya vaitu sebagai
berikut

a. a.n. (atas nama, ditulis a huruf kecil dan n huruf kecil) dipergunakan jika yang
berwenang menandatangani (pejabat setingket di bawahriya) talah mendapat
mandat dari pejabat atasannya, pertanggungjawaban materi surat tersebut
tetap berada di tangan yang memberikan mandat. Pejabat  yang
menandatangani dapat diminta peranggungjawabanriya tentang isi surat
dimaksud oleh yang memberikan mandat;

D. wb. {uniuk beliau, ditulis u huruf kecil dan b huruf kecil) dipergunakan jika
pejabat yang mendapat mandat kewenangan menandatangani dari pejabat
setingkat diatasnya memberikan kewenangan penandatanganan kepada
pejabat setingkat dibawahnya;

c. Pejabat ad interim {ai, ditulis a kecil, i kacil) ditulis di belakang nama jabatan
yang akan ditandatangani;

d. Pelaksana Harian {(Plh), ditulis di depan nama jabatan yang menjadi
wewenangnya dipergunakan apabila seorang pejabat  tidak dapat
melaksanakan tugas secara optimal, antara lain karena sedang melakukan
kunjungan ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan
kursus, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lain
yang serupa dengen itu.

e. Pelaksanaan Tugas (PIt), dilulis di depan nama jabatan yang menjadi
wewenangnya, dipergunakan untuk mengisi kekosongan pimpinan atau
jabatan struktural pada suatu jabatan struktural,

3. O Linpkungan Instansi/Satuan Organisasi,

Dalam hal pimpinan InstansifSatuan  Organisasi melimpahkan wewenang
penandatanganan kepada pejabat bawahannys, maka penggunaan an. ub. dan
lain sebagainya adalah sebagaimana ketentuan pada butir tersebut diatas.

V. CONTOH PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN a.n. (atas nama) dan u.b.
{untuk beliau) dan lain sebagainya, sebagai berikut :

A. Di Lingkungan Sekretariat Caerah,
1. Penandatanganan Naskah Dinas.

a. OlehBupati ; BUPATI MUARA ENIM
NAME JELAS
b,  Oleh Wakil Bupati : WAKIL BUPATI MUARA ENIM
NAMA JELAS
2. Penggunaan “a.n” a.n. BUPATI MUARA ENIM

SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS
Fangkat
NIF.




3. Penggunaan *u.b.” a.n. BUPATI MUARA ENIW
SEKRETARIS DAERAH
L 0.
ASISTEMN................

MAMA JELAS
Pangkat
WP,

4. Penggunaan "PIt’ Pit. BUPATEMUARA ENIM
SEKRETARIS DAERAH

MNAMA JELAS
Pangkat
NIP,

5. Penggunaan“Plh" Pih. BUPATI MUJARA ENIM
SEKRETARIS DAERAH

MAMA, JELAS
Pangkat
NIP.

B. Di Lingkungan Dinas/BadaryKantor.

1. Penandatanganan Naskah Dinas.

a. Qleh Pimpinan Dinas/Badan/Kantor atas nama Bupali

a.n. BUPATI MUARA ENIM
KEPALAKETUADIREKTUR

NAMA JELAS
Fangkat
NI,

b. Oleh Pimpinan Dinas/Badan/Kantar.
KEPALAKETUA/DINAS/BADANKANTOR
MAMA JELAS

Pangkat
MNIP.
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2. Penggunaan "an.’
a.n BUPATI MUARA ENIM
KEPALA/DINASIBADAN/KANTOR
an CAMAT.. .. .................
SEKRETARISIKASE .. ..

MAMA JELAS
MAMA JELAS Fangkat
Fangkat MNIP.

NIP,

a.n. KEPALA DESAMELURAHAN... .. ...
SEKRETARIS .. ...

MAMA JELAS
FPangkat
NIP.

3. ‘Penggunaan "ub”

a.n. BUPATI MUARA ENIM
KEPALA/DINAS/BADAN/KANTOR
u.b.
KEPALA SUBE DINAS/BAGIAN/SEKSHBIDANG

NAMA JELAS
Pangkat

NIP.

- KALAMUDIN DJINAF



LAMFIRAN 1l : PERATURAN BUFATI MUARA
NOMOR . 5 TAHUN 2008

TANGGAL ; 4 anra[uﬂf{

ENIM
2009

BENTUK, UKURAN, DAN IS| STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. STEMPEL JABATAN

1. Yang menggunakan lambang.

——

2.8 cm 4 cm
: S — —
b | |ambang Negara/Daerah|
L] — |
2. Yang tidak menggunakan lambann.
| |
| 1
3Bcm 4 cm
1
- !
- a. Contoh Stempel Jabatan Bupati
X - BUPATI

XX TMUARA ENIM
XXX LAMBANG NEGARA

b. Contoh Stempel Jabatan Sekretariat Daerah

X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX CMUARA ENIM
XXX SEKRETARIAT DAERAH




c. Contah Stempel Satuan  Kerja Perangkat Dasrah Sekretarist Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX MUARA ENIM
XXX : SEKRETARIAT DEWAN

X : PEMERINTAH KABUPATEN
XX MUARA ENIM
XX T DINAS KESEHATAN

e. Contoh Stempel Jabatan Katua DPRD Kabupaten

-}": ' KETUA DPRD KABUPATEN '
AX  MUARA ENIM _
XXX LAMBANG DAERAH

B. STEMPEL LEMBAGA TEKNIS DAERAH

X . PEMERINTAH KABUPATEN
XX MUARA ENIM
XXX P KANTOR KETAHANAM PANGAN

C. STEMPEL KECAMATAN

. PEMERINTAH KABUFATEN
CMUARA ENIM
. KECAMATAN MUARA ENIM

§R”




D. STEMPEL KELURAHAN
ey

NP

E. STEMPEL KEPALA DESA

x\\___'../ :

F. STEMPEL SEKRETARIAT DESA

®

.28 .

+3:3e

X

- PEMIERINTAH KABUPATEN
: KECAMATAN
- KELURAHAN

: PEMERINTAH KABUPATEN
: KECAMATAN
: KEPALA DESA

C PEMERINTAH KABUPATEN
- KECAMATAN
: SEKRETARIAT DESA

WARA ENIM
|

I KALAMUDIN DJINAP
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR % TAHUN 2008
TANGGAL @ 4 fabauac 2009

BENTUK, UKURAN DAN I5] KOP NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. Perbandingan ukuran huruf Kop Maskah Dinas adalah 2 ; 3 yaitu -
1. Ukuran Huruf *27 untuk tulisan nama Pemarintah Daarah.
£, Ukuran Huruf *2° untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Bentuk dan isi Kop naskah Dinas seperti pada contoh berikut -

Contoh 1 :
LAMBANG NEGARA
BUPATI MUARA ENIM
Contah 2
‘—_| PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Y | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan LMoo Telepan L FEX
MUARA ENIM
Kode Pos
Contoh 3 ;
I PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAMBANG SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH | Jalan................Mo . Telepon ... FEX.
MUARA ENIM
Kode Pos
Contoh 4
FEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAMBANG DINAS PERTAMBANGAN ENERG!
DAERAH | Jalan................No............. Telgpon ..o v FEX

MLARA EM'ir-.IIL
Kooe Pos
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S—

Contoh 5 -
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM 5
| LAMBANG BADAN HEPEGAWAIAN DAERAH
- DAERAH | Jakan ... No U Telepon LR L
MUARA ENIM
Kode Pos
Contoh 6 :
| — L
: FEMERINTAR KABUFATEN MUARA ENIM
LAMBANS KECAMATAN MUARA ENIM
DAERAH | Jalan ... Ne L Taelepon ..................... =
MUARA ENIM
Kode Pos
Contoh 7 -
PEMERINTAH KABLUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN MUARA ENIM
LAMBANG KELURAHAN MUARA ENIM
DAERAH 1 yatan MO Talepon ... Fame ...
MUARA ENIM '
Kode Pos
Cortoh 8 ;
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAMN MUARA ENIM
LAMBANG KEPALADESA ... .
DAERAR | Jalan . Mo Telepon...............Fax. .. ...

Kode Fos
Contoh © -
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN MUARA ENIM
LAMBANG DESA ...oveirmnivasiniaos
DAERAH SEKRETARIAT DESA
Jatan e N Telepon L RE L

Kode Pos

w:ﬁﬁn ENIM
B
A (R N,

HALAMUDIN DRNAP



LAMPIRAN IV . PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR
TANGGAL

5 TAHUN 2003
4 4|‘+:,luru ey 2008

MODEL, UKUFRAN DAN 151 KOP SAMPUL NASKAH

A. BENTUK

Sampul surat Berbertuk empat persegi panjang

—n

Sampul Surat kerja perangkat daerah berwarna
dengan ukuran masing-masing ;

coklat muda jenis kertas cassing

UKLURAN PANJANG LEBAR
KANTOMNG 41 CM 30 CM
FOLIO/MAP 35 CM 25 CM

¥ FOLIO 28 CM 18 CM

Ya FOLIO 28 CM 12 CM

B. UKURAN HURUF

Perbandingan huruf 2 - 3

1. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Wilayah'daerah.

2. Ukuran huruf “3" untuk tulisan nama Satuan Kearja Perangkat Dasrah,

C. CONTOH
Contahr 1
LAMBANG NEGARA
BLUFATI MUARA ENIM
oW Nos L Telp L Fax
MLIARA ENIM
Kode Pos
Kepada
Momeor: ...t ... Yih, S e e
Stempel di —
" “Kode Pos




Contoh 2

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
LAMBANG SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH
Jlo o No L Telp
MUARA ENIM

Koda Pos

Kepada

slempel di—

Nomor: ... Yiho Sdro..

Kode Fos

Contoh 3

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
L‘“MBA”E SEKRETARIAT DPRD
DAERA T NG e Tl

Kode Pos

Kepada

Stempesl i —

iNumur‘. PO SN FUTY b g T T |

I{uda Pos

Contoh 4
=

DAERAH 5y . No. . . Telp. ...

Kode Pas)

s Kepada

Stempel i —

Momor: ...... foodf .. f.... i Sdro. .

__Kode Pos

Confoh 5

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Ao No L Telp

LAMBANG
DAERAH

Kode Posd

Kepada

Stempel di -

MNaomaor: ... /.. f .0 Y, S e e

_Kods Pos




Contoh 6

LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

KANTOR ... ..
DAERAH oy Ne .. el

Kode Pos

Kepada

Stempel di =

MNomar: ... .0 Yth, Sdr...........

Kode Pos

Contoh 7

LAMBANG FEMERIESEJ:E;J}?ATEN MUARA ENIM
DAERAH e
J U No Telp. ...........

Kode Pos

Kepada

Stempel di =

Nomar ;... ... 6.4 ... ¥th, Sdr.......ooeee s

__Kode Paos

Contoh 8
LAMBANG PEMEH&ETAH KABUPRPATEN .. .......oe .o
DAERAH CAMATAMN .................
KEPALA DESA ... ...
Jo L No e TP

Kode Pos

Kepada

Stampel di —

Momor: ... f...f....f.. .. Wb Bdr e

_Kods Pos

Contoh §

AMBANG PEMERINTAH KABUPATEN ...
KECAMATAN ... . . ...
DAERAH DESA ... .
SEKRETARIAT DESA
JaNos L TR

Koda Pos

Kepada

Stempel di -

Nomor: ... d Yth. Sdr.............

Kode Pos




Contoh 10

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ... ...
KELURAHAN... ... ..o
N TR

Kode Pos

Kepada
MWomor: L. Wih. Sdr... ...

Stempe! cli ~

Kods Pos

e,

_\'L“-\-\-‘-\-‘.
BUPATI MUARA ENIM

IRV m———

KALAMUDIN DJANAP

- me—— . i mE- == s RN —_— = P N A L _ = L S
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LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUARS ENIM
MNOMOR ¥ TAHUN 2009
TANGGAL 4 Felruarer 2009

MODEL, UKURAN BAHAN DAN ISI PAPAN NAMA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KAEUUPATEN

A. BENTUK

Papan nama satuan Kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang
dengan dua buah tiang vang barbentul segi empat.

Contoh

| | i —

8. UKURAN

1. Ukuran Papan
a.  Ukuran 100 x 200 em untuk papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1), Kantor Kesatuan bangsa.
2). Kantor Arsip
3%, Bappeda.
4). Dinas Tenaga Kerja.
5), Badan Pengendalian Dampal: Lingkungan,

b. Ukuran 75 x 150 cm
1). Kantor Kepala Desa
2). Kantor Lurah.
3). Wamil Hansip Kecaraatan,
4). Mawil Hansip Proyek Vital.
5). Satgas Hansip Desa/Kelurahan.
&), Unit Kerja 1ain Dinas-dinas Daerah.
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C. BAHAN

Bahan Papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan
daerah, misalnya dar bahan kayu, beton danlain sebagainya.

2. Ukuran Humuf
Perbandingan ukuran huruf 1 ; 2
a. Ukuran "1" untuk tulisan Pemerintah Kabupaten,
b. Ukuran huruf 2* untuk tulisan nama satuan kerja perangkat dasrah

D. CONTOH

Contoh 1

NFTET I T S ——

| ~ KANTOR BUPATI MUARA ENIM
o dh i NoL e TelERONL L
MUARA ENIM

|
| Kode Pos |

Contoh 2

| PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM |
; SEKRETARIAT DAERAH i
ol NO. o TElEPONL .
i MUARA ENIM |

Kode Pos

; PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

| SEKRETARIAT DPRD

| i NOL e Telepon.
MUARA ENIM

| PEMERINTAH KABUPATEN MIUJARA ENIM |
| DINAS .ol
F Do NO e TRIGPON e |
MUARA ENIM |

' Kode Pos |




Contoh 5

PEMEHINTF.H KABUPATEN MUARA ENH"."I :
BADAN .................... ‘

Nn X Telep:::n ............... !
| MUAHA ENIM

| Kode Pos |

Contoh & R
: PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

KANTOR .. !

J s Nn ______________________ Telepr:.nn ............... :
MUARA ENIM '

Kode Fos ,

Contoh 7

i PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

i KECAMATAN .. "
S | R . No. . e Telepon. |
! MUARﬂ ENIM -

! Kode Pos |

Contoh 2
FPEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM I
KECAMATAWN ..
KELL HAHAN i

J -No. . TeEepﬂn |
MUARA ENIM :

Kode Pos !

Contoh & BENTUK DA 151 PAPAN NAMA YANG TERLETAK SATU ATAP 1 SATU
KOMPLEK

i PEMERINT&H KABUPATEN MUARA ENIM
R | T .. No. . .. Telepon...............
| MUAF{A ENIM |

' 1. KANTOR ...........
| 2. BADAN .............
| 3. DINAS ... |
| Kode Pos |

! ion i i mama
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Contoh 10

S ——

PEMERINTAH KABUPATEN .......cooi i i
KECAMATAN ... ., i

KANTOR KEPALA DESA
e NOL L TelEDON

Kode Pos |

E PEMERINTAH KABUPATEN ... .. ... ... ...
KECAMATAN ... ieeees
SEKRETARIS DESA
Jo U No e Telepon. L

Kode Pos ;

BUPATI MUARA ENIM
;.______-f_ N &

‘-u._‘_-‘_-

KALAMUDIN DJINAP




